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RINGKASAN

Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya thers kawasan
hutan lindung berdasarkdmesluit van den Directur van Landbouw Neverheiden
Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B sdaluit director van
economische Zaken tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. kemudian padgdal 6
Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan gabaawasan Suaka
Margasatwa seluas 50.000 Ha. Berdasarkan Surattl&spu Menteri Pertanian
nomor. 276/Kpts/lUm/1972 dengan tujuan perlindungams satwa Harimau
Jawa.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri Pamtarflomor.
736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober Suaka MargasatMeru Betiri
dinyatakan sebagai kawasan Taman Nasional berdesdskirat Keputusan
Menteri Kehutanan No. 277/kpts-V1/1997 tanggal 28i W997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaanvakan telah
ditetapkan sebagai Zonasi Taman Nasional Meru iBetirdasarkan Keputusan
Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alapmidr: 185/Kpts/DJ-V/1999
tanggal 13 Desember 1999 dengan zonasi sebagriberi

a. Zona inti seluas 27.915 Ha.

b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha

c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha

d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha

e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluasa2.155

Tujuan yang ingin diketahui adalah untuk mengetapakah implikasi
kebijakanSocial Forestry bagi masyarakat di sekitar hutan Taman NasionalMe
Betiri, untuk mengetahui apakah ada manfaat ddmjdean Social Forestry bagi
masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional MeririBgtga untuk mengetahui
apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam peagamhasil-hasil hutan

Dalam melakukan penulisan,metode penelitian yapgrdunakan dalam
penulisan skripsi adalah melalui pendekatan yuedipiris dan yuridis normatif.
Sedangkan sumber yang diperoleh bahan hukum pyiaiter bahan hukum yang
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diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hesilancara dengan pihak-
pihak yang terkait dan bahan hukum sekunder, yatien hukum yang didapat
secara tidak langsung berupa peraturan perundaaepgan,dokumentasi
maupun informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dengan demikian, pembangunan kehutanan harus mkeatigen daya
dukung ekosistem, sehingga fungsi ekonomi, ekottaji sosial sumber daya
hutan dapat selaras dan seimbang. Dengan adarmtagdpembangunan sumber
daya hutan yang berbasis masyarakammunity-based forest manage-ment),
yang ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan gernerintah tentan§ocial
Forestry, pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan kedeegam masyarakat
sekitar hutan dapat meningkat.

Saran yang ingin disampaikan adalah agar pelaksakegiatanSocial
Forestry di kawasan Taman Nasional meru Betiri dapat memgnieberhasilan
diperlukan adanya semangat, kerja sama dan kerge lgara pihak yaitu Pihak
Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan masyrakatypngga atau masyrakat

sekitar hutan serta lembaga atau LSM
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BAB |
PENDAHUL UAN

1.1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Med@a kepada
bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikusesgéara, memberikan
manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanyh diayukuri, diurus dan
dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestaya untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat bagi generasi mendatang.

Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehiddan sumber
kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinyagh olkarena itu
keberadaannya harus dipertahankan secara optifjagla dlaya dukungnya secara
lestari dan harus dengan akhlak mulia, adil, ajdkisana, terbuka, profesional
serta bertanggung jawab.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memilikidsan hutan tropis
basah (tropical rain forest) terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Namun
demikian, sejak tiga dekade terakhir ini kawasatamuli Indonesia mengalami
degradasi yang sangat serius dari segi kuantitapumskualitasnya. Hal ini selain
karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutargaebamber penghidupan
terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutkar@na pemerintah secara
sadar telah me-ngeksploitasi sumber daya hutargaebamber pendapatan dan
devisa negara (Nyoman Nurjaya, 2005: 1).

Pergeseran paradigma pembangunan yang sentratistik top-down
menuju pembangunan yang partisipatif memberikan agnuga kepada
pembangunan kehutanan dari kehutanan konvensioealjm kehutanan yang
berbasis masyarakat. Sejak itu timbul kesadaramw®gembanguna kehutanan
tidak mungkin dapat diimplementasikan secara optiaw@pa mengikutsertakan
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan aiasekitar hutan sebagai

mitra utama pemerintah (Suharti dalam Silvika, 2.



Masyarakat lokal di dalam atau sekitar hutan bewhgan langsung
dengan segala aktivitasnya baik dalam arti posit#upun negative. Dengan
demikian sangat beralasan untuk menempatkan masyaebagai mitra utama
menuju pengelolaan hutan lestari.

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan Taman mNdsMeru Betiri
(TNMB) mendapat tekanan berat berupa penjarahamardbesaran terhadap
tegakan jati yang berada dalam kawasan, yang didakisekelompok oknum
masyarakat. Kejadian ini berakibat terbukanya sebakpawasan sehingga fungsi
kawasan diantaranya ketidakseimbangan hidrologisierongsor, degradasi
kualitas tanah, penurun&iodiversitas flora dan fauna.

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lBlebrmasyarakat desa
daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehahilf®ehabilitasi di kawasan
TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengernkiaal ekosistem yang
telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secarmalodan optimal sesuai
dengan daya dukung, produktivitas dan peranannj@mndaendukung sistem
penyangga kehidupan. Sehingga sampai sekarang ili@k pTNMB telah
melakukan upaya terhadap rehabilitasi kawasan (DEpan Kehutanan, 2003: 1)

Dalam mengatur dan mengelola hutan dan kawasargy@nqntah sempat
mengadakan reboisasi dan penghijauan. Upaya rebaaa penghijauan yang
sekarang dikenal upaya rehabilitasi hutan dan labih dilaksanakan secara
intensif selama kurang lebih tiga puluh tahun thigkamun belum memberikan
hasil sebagaimana yang diharapkan, apabila ditidgguluasan yang ditangani.
Sebagai akibatnya adalah laju pertambahan lah#is labih cepat dibandingkan
dengan luasan yang direhabilitasi.

Dipastikan bahwa upaya rehabilitasi lahan tidak ngkin dapat
diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karénamaka pendekatan yang
dapat ditempuh salah satunya adalah upaya pemlenlapasyarakat melalui
kegiatan Social Forestry. Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam maka
keutuhan ekosistem merupakan hal yang sangat ged#n perlu dijaga, agar
interaksi antara unsur-unsur hayati dan non hayaii berada di dalamnya dapat

terjadi dengan baik serta mendukung fungsingacial Forestry merupakan



merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan kzadasan hutan negara
atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setesepagai pelaku utama
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyaragkitar hutan dan
mewujudkan kelestarian hutan (Departemen Kehut2G0%: 1).

Dengan demikian, pembangunan kehutanan harus meatigan daya
dukung ekosistem, sehingga fungsi ekonomi, ekottaji sosial sumber daya
hutan dapat selaras dan seimbang. Dengan adamtagdpembangunan sumber
daya hutan yang berbasis masyarakammunity-based forest manage-ment),
yang ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan gernerintah tentan§ocial
Forestry, pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan kedeegam masyarakat
sekitar hutan dapat meningkat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Bdlaman Nasional Meru
Betiri, telah dijumpai adanya kegiat&ocial Forestry. Kegiatan tersebut salah
satunya adalah upaya rehabilitasi kawasan atau ldihsekitar hutan atau daerah
penyangga dengan model kemitraan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mémabdonal tersebut dalam
skripsi yang berjudul: Aspek Hukum Kebijaka8ocial Forestry Departemen
Kehutanan di Kawasan Balai Taman Nasional MerurBeti

1.2. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikéimd penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah implikasi kebijakarSocial Forestry bagi masyarakat di sekitar
hutan Taman Nasional Meru Betiri?
2. Apakah ada manfaat dari kebijak&ocial Forestry bagi masyarakat di
sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri?

3. Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam peagan hutan?



1.3. Tujuan Penulisan
Agar dalam penulisan dapat diperoleh sasaran yatag jdan sesuai
dengan apa yang dikehendaki perlu ditetapkan tupeamulisan. Tujuan Dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah implikasi kebijakacial Forestry bagi
masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional MeruriBet
2. Untuk mengetahui apakah ada manfaat dari kebij&karal Forestry bagi
masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional MeruriBet
3. Untuk mengetahui Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam

pengamanan hasil-hasil hutan.

1.4. Metodologi
Metode penulisan mutlak diperlukan dalam penuligarya tulis yang

bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek stagliatl dilakukan dengan benar
sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekalienaran obyektif dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metadrilsan yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagaimanay ydinngkapkan oleh Peter
Mahmud Marzuki (2005), meliputi empat aspek yakpeéndekatan masalah,
sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukamanalisis bahan
hukum.

1.4.1. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyuskngsi ini adalah :
a.Pendekatan Undang-undarstafue approach)
Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menskaaua
Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paugadersu hukum
yang sedang ditangani (Marzuki, 2005: 93).

b.Pendekatan Yuridis Empirik
Pendekatan Yuridis Empirik dilakukan dengan camsepgan dan

pengamatan di Taman Nasional Meru Betiri meng&oaial Forestry.



Pendekatan ini untuk mendapatkan keterangan palek piyang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisgsisini adalah :
1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum tertulis yengifatautoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum priteediri dari peraturan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Ma2a05: 141).

1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yangdsaipua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumaemi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kanhu&um, jurnal-jurnal
hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum atagispn pengadilan
(Marzuki, 2005: 141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu htahgelalam suatu
penulisan karya ilmiah. Metode pengumpulan bahatummuyang dipergunakan
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pertaamsa penulis melakukan

langkah-langkah penelitian hukum, yaitu;

a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-pang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;

b) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipgndemiliki
relevansi terhadap isu hukum;

c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan karan bahan-bahan

yang telah dikumpulkan;



d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjanab isu
hukum;

e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yetah dibangun
dalam kesimpulan (Marzuki, 2005: 171).

1.44 AnalisisBahan Hukum
Analisis bahan hukum merupakan proses menemukaabgwdari pokok

permasalahan. Bahan-bahan hukum yang terkumpuwbigrkemudian disusun
secara sistematis dan terarah, serta dianalisa adengetode preskriptif.
Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu ydaly ditetapkan atau yang
sudah ada, sehingga yang dihasilkan oleh peneliiiztum meskipun bukan
merupakan asas hukum yang baru atau teori yang mamun paling tidak adalah
sebuah argumentasi yang baru. Bertolak dari argtasierulah akan diberikan
preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan pekan suatu fantasi atau

angan-angan kosong (Marzuki, 2005: 206-207).



BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnyastaéus kawasan
hutan lindung berdasarkdmesluit van den Directur van Landbouw Neverheiden
Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B sdaluit director van
economische Zaken tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. Kemudian padgdal 6
Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan gabaawasan Suaka
Margasatwa seluas 50.000 Ha. Berdasarkan Surattl&gpu Menteri Pertanian
nomor. 276/Kpts/lUm/1972 dengan tujuan perlindungams satwa Harimau
Jawa.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri RaartatNomor.
736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 Suakaghifsatwa Meru Betiri
dinyatakan sebagai kawasan Calon Taman Nasiomalidan ditetapkan sebagai
Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Memfehutanan Nomor
277/Kpts-VI/1997 pada tanggal 23 Mei 1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaawdsan telah
ditetapkan sebagai Zonasi berdasarkan KeputusaktDirJenderal Perlindungan
dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 taalgh3 Desember 1999
dengan zonasi sebagai berikut :

a. Zona inti seluas 27.915 Ha;

b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha;

c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha;

d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha,;

e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluasa2.155

Secara administratif, desa daerah penyangga tekneksi Konservasi
Wilayah Il ambulu di Kecamatan Tempurejo, Kabupafember adalah Desa
Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir dafonosari. Jumlah

penduduk desa daerah penyangga berjumlah kuraitg 38429 orang (11.246



Kepala Keluarga), terdiri atas 17.665 jiwa lakitlalan 17.764 jiwa perempuan
dengan perbandingan sex ratio 99,63 %.

Sebagian besar sumber mata pencaharian masyarasat diaerah
penyangga adalah pertanian, baik sebagai pemilikihbtani maupun penggarap.
Sistem pengolahan lahan pada umumnya masih dilakud@ngan sangat
sederhana dan para petani memanen hasil pertanidrarnya dua kali dalam
setahun, sehingga pada waktu menunggu panen pgara peengambil hasil hutan
sebagai hasil sampingan.

Masyarakat desa setempat atau daerah penyangga, yadmnya
berpendidikan rendah. Kondisi demikian dipengaroleh beberapa faktor,
misalnya keterbatasan sarana pendidikan, jarak aatana pendidikan dengan
pemukiman relatif jauh.

Penggunaan lahan yang dimiliki dan yang dikerjagdai penduduk baik
secara berkelompok maupun perorangan, dapat dipekgo sebagai indikator
pola kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Polaggenaan lahan oleh
masyarakat di desa penyangga kawasan belum dilaksdeara optimal dalam
arti bahwa pengelolaan tanah khususnya lahan pehsawmasih dilakukan
secara tradisional dan sebagian besar belum metkdagegasi teknis.

Desa Andongrejo, Curah Nongko, Curahtakir adalaBadiesa yang
memiliki luas penggunaan lahan di bawah rata-raaahingga ancaman
perambahan, pengambilan kayu secara ilegal dan ylerab lahan di kawasan
konservasi Taman Nasional Meru Betiri dari desadessebut lebih tinggi
(BTNMB,2003: 1-12).



2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang digunakan untuk membakamnggsalahan

dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945
Pasal 33
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandurdatiimnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmakyat.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria
Pasal 2
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di ataskgmt@annya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan naleetymasyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak berteatadgngan kepentingan

nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturameifesah.

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan

Pasal 68 :

(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan bertrakmperoleh
kompensasi karena hilangnya akses dengan hutatarsgk sebagai
lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnylatlpenetapan
kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perunddaggm yang
berlaku.

Pasal 69:

(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihda@ menjaga

kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata hutan dan
Penyusunan rencana Pengelolaan hutan Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan K awasan hutan

Pasal 51:

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dansekdar hutan
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagasyarakat
dalam pemanfaatan hutan;

(2) Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyssakagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ditsil oleh
pemerintah atau pemerintah daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud padta(ay dan ayat (2)

diatur dengan keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/ Menhut-11 / 2004 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar
Hutan Dalam Rangka Social Forestry

Pasal 7:

Social Forestry dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis

pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikanpgpnssip : manfaat
dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraterpkeduan antar sektor,

bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal, dan adlapti

Pasal 9:
Pengembangasocial Forestry dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan
hutan lestari melalui strategi pokok yaitu :

1. Kelola Kawasan merupakan rangkaian kegiatan pra&ongang
dilakukan untuk mendukung pelakasanaan kegiaaaial forestry
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber datgah

2. Kelola Kelembagaan merupakan rangkaian upaya datangka
optimalisasi pelaksanaasocial forestry melalui penguatan organisasi,

penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas suapemanusia;
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3. Kelola Usaha merupakan kegiatan yang mendukung ubmidan
berkembangnya usaha di areal kexeial forestry melalui kemitraan dengan

pertimbangan hakdan tanggung jawab.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Kebijakan

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam asgan atau lembaga
apapun, apakah itu lembaga pemerintah, swasta,atgmipendidikan, LSM,
donor, atau lembaga internasional, bahkan dalamakgh atau institusi informal
sekalipun (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martuaig§i2005: 7).

Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakayata di
lapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atganisasi yang dapat
diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, pemkesepakatan, konsensus dan
kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kehijakangat ditentukan oleh
proses pembuatannya dan pelaksanaannya (Tony,y8usararjito, dan Martua
Sirait, 2005: 7).

Analisis kebijakan sebagai ilmu pengetahuan jugenerlukan pendekatan
multisipliner dan pengembangannya memerlukan peatdeklintas sektoral.
Artinya kebijakan di satu sektor harus memperhatikaplikasinya bagi kegiatan
atau dampak di sektor lain. Persoalannya kebijakatas sektoral sulit
dikembangkan karena masing-masing sektor akan m&yapstrategi, program,
proyek dan anggaran terpisah.

Apakah ada sektor yang mau dipimpin atau dikesaktor lain? Kaum
akademik bisa melihat kebijakan sebagai suatu ilpamg lintas disiplin.
Sebagaimana kita mempelajari teori kelembagaanyu ilkebijakan (policy
sciences) merupakan ilmu yang multidisiplin, berkaitan gen masalah-masalah
pembangunan. Iimu ini dirancang untuk menyoroti atetsmasalah fundamental
yang muncul ketika warga negara dan pembuat kedrijgdolicy maker) melihat
perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik dambuat kebijakan untuk
mencapai tujuan publik (Dunn dalam Tony, Sunarydagjito, dan Martua Sirait,
2005: 7).
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Kebijakan (Policy) hendaknya dibedakan denganj&ksanaan (wisdom)
karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahamatang sudah ditetapkan
sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oletopgrejabat yang berwenang.
Sedangkan publik adalah masyarakat umum itu senging selayaknya diurus,
diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai admnaicr, tetapi juga sekaligus
kadang-kadang bertindak sebagi penguasa dalam tpesmgahukum tata
negaranya. Kebijakan publik adalah semacam jawabdmadap suatu masalah
karena akan merupakan upaya memecahkan, menguwtangmencegah suatu
keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, siodan pemuka terjadinya
kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan tergmah, Djamaludin dan
Supardan, 1999:105-106).

Ada berbagai pengertian tentang kebijakan. Di lawg diringkaskan
beberapa pengertian kebijakan.

Kebijakan adalah jalan atau cara bagi lembaga ysergeran sebagai
pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemdrjniatuk mengatasi suatu
permasalahan atau sekelompok permasalahan yamg dadirhubungan (Pal
dalam Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sir20)5: 7). Kebijakan adalah
cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk méndg suatu aspek
dariekonomi termasuk sasaran yang pemerintah catuku mencapainya
danpemilihan metoda untuk mencapai tujuan dan aasar (Elis dalam Tony,
Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 8).

Kebijakan adalah tindakan apapun yang dipilih pémteh perlu untuk
dilakukan (Dya dalam Tony, Sunaryo, Suharjito, ddartua Sirait, 2005: 9).
Kebijakan adalah kegiatan yang dipilih secara sangkeh aktor tertentu atau
sekelompok aktordalam mengatasi suatu masalah.jakahi publik adalah
kebijakan yang dibuatoleh lembaga pemerintah dgbatya (Anderson dalam
Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005:

Dari berbagai definisi kebijakan baik yang sedeghanaupun yang
kompleks di atas dapat dirumuskan bahwa Kebijaldalah cara dan tindakan
pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunamtiedtau untuk mencapai

tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkarutuggm, strategi,
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perencanaan maupun implementasinya dilapangan wmlenganggunakan
instrumen tertentu.

Pada saat ini ada pandangan keliru bahwa kebijad@ana dengan
peraturan pemerintah. Kebijakan bukan hanya apg tentulis dalam peraturan
dan perundangan-undangan. Kebijakan merupakanksefigari struktur dan
fungsi pemerintahan yang mengaturnya. Peraturamngang-undangan dan
ketetapan berisi pembatasan-pembatasan, hak daajilk@w serta pengaturan
lainnya yang mengikat. Setiap peraturan dijalankaleh suatu struktur
pemerintahan yang berbeda-beda dan sangat terganakan budaya
kebijakannya (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Ma&irait, 2005: 10).

Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai beraitk,y 1) instrumen
legal (hukum) seperti peraturan perundangan atans®umen ekonomi seperti
kebijakan fiskal, pajak, subsidi, harga, kebijakenangan, moneter dan finansial,
atau 3) petunjuk dan arahan atau instruksi damtaéri 4) pernyataan politik
sematapolitical statement); dan 5) kebijakan dapat dituangkan dalam gaarssg
besar arah pembangunan, strategi, rencana, progl@am kemudian dapat
diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana angdaréentu (Tony, Sunaryo,
Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 10).

Dari berbagai definisi di atas, beberapa elemertimgrdari kebijakan
yaitu:

Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan;
Cara untuk mengatasi masalah tersebut;
Tujuan yang akan dicapai;

Kepentingan yang diinginkan;

Aktor yang akan melakukannya;

Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan keinjak

N o g b~ wobdRE

Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut.
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2.3.2 Kawasan Hutan
2.3.2.1. Kawasan Hutan

Sebelum dikemukakan mengenai pengertian kawasam,hperlu kiranya
didahului dengan pengertian kearah pengenalan daphdaukum kehutanan,
kehutanan dan hutan itu sendiri. Adapun pengetiightum kehutanan menurut
beberapa ahli hukum, yaitu:

1. Kamadya Adi Soesanto, memberikan definisi bahwauhukkehutanan

adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatungan hukum dan tata
tertib antara badan hukum, masyarakat, atau pegamamlengan hutan, yang
berlaku di Indonesia dan terhadap pelanggarnya tddji@nakan hukuman

tertentu. Definisi menurut Kamadya, merupakan salatu draft definisi yang

menguraikan tentang hukum kehutanan. Sementaradatis berbagai pakar
bahkan di kalangan ahli hukum yang telah memberig@amgabdian di bidang

kehutanan masih mengupayakan adanya kesamaan pandaantang makna
hukum kehutanan kepada berbagai pihak dan semisatamasyarakat yang
berkedudukan sebagai subjek hukum; (Alam Setia,Za97: 98).

2. Bambang Pamulardi, S.H, memberikan definisi bahwhkuim kehutanan

adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yahgisemaupun tidak tertulis

yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya, daganenhubungan hukum

antara pengelola hutan, pengguna hutan, dan hasih fbeserta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikasekeasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya (Alam Setia Zain,199Y.:

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskefalui definisi
sebagai berikut :

"hukum kehutanan adalah kumpulan peraturan tertdén dinyatakan
berlaku untuk mengatur hubungan hukum serta saakdisinya di bidang hukum
dan kehutanan nasional” (Alam Setia Zain,1997: 99).

Setelah dijelaskan mengenai pengertian hukum kehat maka akan
diuraikan mengenai kehutanan. Undang-undang nortiotaBun 1999 tentang

Kehutanan, di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (})attikan, bahwa kehutanan
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adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut méogan, kawasan hutan dan
hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pengertian hutan, sebagaimana dimaksud dalam P&§28amenyebutkan,
bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem béapparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohoradend persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dajpgisahkan. Pengertian
kawasan hutan terdapat pada pasal 1 (3), yang mgrbwilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah udiipkrtahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap”.

Peruntukan hutan menurut fungsinya terdiri atksit@gori, hal ini sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 nr&tfP9 tentang
Kehutanan vyaitu fungsi konservasi, fungsi lindurdgn fungsi produksi.
Begitupun juga dengan hutan, dalam Pasal 6 ayapd®)erintah menetapkan
hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konsertatan lindung dan hutan
produksi. Hutan konservasi itu sendiri terdiri daawasan hutan suaka alam,
kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 rtgnikanservasi
Sumber Daya Alam Hayati, Kawasan Konservasi teadas :

a. Kawasan Suaka Alam, yaitu Cagar Alam, Suaka Matgas&agar Biosfer;
b. Kawasan Pelestarian Alam yaitu Taman Nasional,rhitaya serta Taman
Wisata Alam.

Dalam hal pengukuhan kawasan hutan, didasarkas iatventarisasi
hutan. Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintadenyelenggarakan
pengukuhan kawasan. Hal ini dilakukan untuk menkiberkepastian hukum atas
kawasan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1988ng Kehutanan Pasal
15 ayat (1) disebutkan Pengukuhan kawasan hutakulihn melalui proses
sebagai berikut :

1. penunjukan kawasan hutan;

2. penataan batas kawasan hutan;

3. pemetaan kawasan hutan;
4

. penetapan kawasan hutan.
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Proses pengukuhan kawasan hutan tersebut jugarnaraperhatikan tata

ruang wilayah.

2.3.2.2. Taman Nasional

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang&mwasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 (14),yatakan bahwa Taman
Nasional (TN) adalah kawasan pelestarian alam yaggpunyai ekosistem asli,
yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkduk tujuan penelitian,
ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, budayajwgata dan rekreasi
(Departemen Kehutanan, 1997: 161).

Suatu kawasan dapat ditunjuk sebagai Taman Ndsibitea memenuhi
kriteria atau persyaratan tertentu. Persyaratarsebet dirumuskan oleh
Internacional Union for conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
tahun 1969, yang kemudian diterima oleh KongresaraMasional Sedunia Il di
Bali 1972.

Kriteria tersebut adalah :

a. Taman Nasional harus relatif luas;

b. Taman Nasional harus memiliki sumber daya alam ydrag dan unik, yang
masih utuh dan asli berupa flora, fauna, ekosisttau gejala alam;

c. Di kawasan Taman Nasional tidak boleh terjadi pahalm akibat kegiatan
eksploitasi dan pemukiman penduduk;

d. Kebijaksanaan dan pengelolaan Taman Nasional bex@adadilakukan oleh
Departemen yang berkompeten.

Sebagian Kawasan Taman Nasional terbuka untuk umumuk
pengembangan wisata, dan untuk tujuan ilmu pengatahSejalan dengan
persyaratan untuk kawasan taman nasional tersebitag] setiap taman nasional
mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut :

a. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi nsisfgenyangga
kehidupan;

b. Melindungi keaneragaman jenis dan menjadi sumizesnph nutfah;
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c. Menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilpemgetahuan,
pendidikan dan latihan;

d. Menjadi obyek wisata alam dan menunjang pelestdmigaya setempat;

e. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat.

Kelima fungsi tersebut di atas saling terkait ssauna lain. Agar fungsi-
fungsi tersebut optimal, pembangunan taman nasiahlakukan haruslah
merupakan keterpaduan dari berbagai sektor yakgitetengan taman nasional
(Departemen Kehutanan, 1997: 162).

Sesuai dengan persyaratan fungsi taman nasionimdpengelolaan
taman nasional dilakukan pembagian wilayah, yamihléazim disebut zonasi
atau mintakat. Suatu kawasan taman nasional, kajidatersiri dari 3 zona,
sebagai berikut :

a. Zona Inti, adalah wilayah yang mutlak harus dilingy agar tidak terjadi
suatu perubahan yang disebabkan oleh aktivitas sr&@nu

b. Zona Rimba, adalah wilayah yang melindungi zona P#da zona ini, tak
boleh didirikan bangunan fisik yang sifatnya pereranKunjungan secara
terbatas dapat dilakukan;

c. Zona Pengembangan, adalah wilayah yang dikhususkgnpengembangan
obyek wisata alam. Sarana dan prasarana dapakdididi zona ini, namun
dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Semuanyaiperlukan, agar
keutuhan dan keaslian taman nasional tetap terjamin

Selain zona tersebut, dapat juga ditunjuk zona geyya, yang
merupakan benteng untuk melindungi kawasan tamsiomal secara keseluruhan
(Departemen kehutanan, 1997:162-163).

2.3.3 Social Forestry

Social Forestry adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang d#njuk
untuk memperoleh manfaat ekonomi langsung bagi amakgit sekitar hutan
dengan mengusahakan tanaman penghasil komoditakayen sehingga akan
terjadi interaksi-interaksi saling menguntungkataem hutan dengan masyarakat

di sekitarnya. Di samping itu, pembangunan dan geraman hutan dengan cara
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mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hulengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligusaigan lingkungan dan
menjaga kelestarian kawasan hutan (Departemendwmdnut 1997:231).

Di Indonesia situasinya sedikit berbed&ocial forestry yang
diterjemahkan sebagai perhutanan sosial merupakiéahiyang membawa beban
pengertian tersendiri. Pengertian ini seringkatasa sempit merujuk pada bentuk
khusus pengelolaan hutan bersama yang dilakukarerteah, misalnya bentuk-
bentuk perhutanan sosial sebagaimana yang diatamd®&eraturan Menteri
Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-11/2004.

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.Obiig-11/2004 Pasal
1 ayat (4) berbunyi, ” Social Forestry adalah sisteengelolaan sumber daya
hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutagarakmemberi kesempatan
kepada masyarakat setempat sebagai pelaku damétauutama dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan keEsthutan”.

Karena itu di sini digunakan istil&ocial forestry untuk menggambarkan
pengertian yang lebih luas, yang mencakup berbagaiuk yang berbeda dari
pengelolaan hutan komunal yang dipraktekkan drsklkepulauan Indonesia.

Kebijakan berupaSocial Forestry muncul karena kawasan hutan di
Indonesia mengalami degradasi yang sangat seriusselgi kuantitas maupun
kualitasnya. Sumberdaya hutan sebagai system pgggakehidupan perlu
dikelola dan dipertahankan keberadaannya untuk saelbesar kemakmuran
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada akhir tahun 2002 Menteri Kehutanan telah tapkan dua program
strategis yaitu GERHAN (gerakan rehabilitasi lahdaw) progran®ocial Forestry
(SF). Sejak saat itu program SF bahkan ditetapkéagai payung dari berbagai
program Departemen Kehutanan yang antara lainjbartu
1. Mengakomodasikan perkembangan sosial dan peanbgaradigma baru di

bidang kehutanan (Sri Suharti dalam Silvika,200b:26
2. Untuk memperoleh manfaat ekonomi langsung begyarakat sekitar hutan
dengan mengusahakan tanaman penghasil komoditasagonsehingga akan

terjadi interaksi-interaksi saling menguntungkantaem hutan dengan
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masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, pembaagudan pengamanan
hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalangelola hutan,
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan areisyt sekaligus
perbaikan lingkungan dan menjaga kelestarian kawasgan (Departemen
kehutanan, 1997:231).

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Normdd1/Menhut-
[1/2004 Pasal 2 ayat (1), bahwa maksud pemberdagsesyarakat setempat di
dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk menikgkakemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutamdalagkaSocial Forestry.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan tetuaranSocial Forestry.
Tujuan Social Forestry adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yanarileBalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat dapat berupaggengan pertumbuhan
ekonomi masyarakat, serta terwujudnya pengelolaganhyang lestari berarti
mempercepat rehabilitasi hutan melalui kolaborasisyarakat, swasta dan
pemerintah dalam institusi manajemen kehutanarudaha.

Banyak manfaat yang dapat diterima masyarakat atenkut berperan
dalam kegiataisocial Forestry. Manfaat tersebut berupa peluang atau kesempatan
kerja, peluang melaksanakan usaha tani tumpargeaai peluang usaha lain yang
secara tidak langsung dari kegiatan ini. Peningkd&amandirian masyarakat,
kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, pkaiag asesibilitas terhadap
hutan, kesempatan memperoleh pembelajaran ataudpemd atau pelatihan
formal yang berkaitan sisteBocial Forestry serta manfaat tambahan lain seperti
perbaikan sarana dan prasarana umum serta fasib&al lainnya (Sri Suharti
dalam Silvika,2005:26).

ProgramSocial Forestry yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan
sebenarnya berakar dari program dan kegiatan-kegigtang telah ada
sebelumnya. Hanya saja dal&@ucial Forestry lebih mengarah pada pendekatan
partisipatif dalam setiap langkah kegiatannya. tiliedebut perlu dilakukan karena
masyarakat sebagai bagian dari komponen ekosisteéam Imemilki peran yang

amat penting di dalam kelangsungan ekosistem tets&engembangaSocial
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Forestry diharapkan dapat mewarnai setiap pembangunandmudi Indonesia
yang berhubungan langsung dengan masyarakat dnd#da di sekitar kawasan
hutan (Sasmitohadi, 2005: 3).

Pengembangafocial Forestry melalui sistem pengelolaan hutan yang
komprehensif tidak memberikan hak kepemilikan akasvasan melainkan
memberikan hak dan tanggung jawab mengelola hwgeara menyeluruh pada
areal yang ditetapkan dalam suatu kelembadamal Forestry (Sri Suharti
dalam silvika, 2005:26).

Dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri KefautarNomor:
P.01/Menhut-11/2004, bahwa Social Forestry dilaksanakan berdasarkan
pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyadakgan memperhatikan
prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, ksdi@aan dan kemitraan,
keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjgpasifik lokal dan adaptif.

Dalam pelaksanaa®ocial Forestry, perlu diperhatikan mengenai struktur
kelembagaan, peran masing-masing struktur dan model

Struktur kelembagaan melipugiertama instansi pemerintah ( Pemerintah
pusat, departemen terkait, UPT Dephut, Pemprov Rlamkab) yang berperan
sebagai fasilitator, regulator dan pengendaddua kelompok profesional yang di
wadahi dalam bentuk pokj&ocial Forestry pusat dan komisBocial Forestry
daerah, kelompok ini bersifat temporar, yang setarahap perannya diambil
alih kelompok independerKetiga kelompok operatorSocial Forestry yang
berasosiasi dalam tiap-tiap instansi departemenutgahn yang diarahkan
menjadi lembaga usaha (Departemen Kehutanan, BP05:

Kelompok pemerintah berperan dalam:
pengelolaan kebijakan, rencana dan program pengeyab8ocial Forestry;
pelayanan informasi dan pengembangan jejaringnmsr;
pengembangan kelembagaan;
memfasilitasi penyelenggaraan litbang dan teknplogi

pengembangan sarana dan prasarana yang bersifayisty

o o bk~ w NP

menyelenggarakan pengawasan pengendalian.
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Kelompok profesional berperan membantu perumusabijadkan dan
program pengembangafocial Forestry serta melakukan penyelenggaraan
pelatihan dan litbang. Sedangkan kelompok opetagoeran sebagai pengelola
sumber daya hutan pada tingkat instansi atau bdilbawah departemen
kehutanan. Model dalam menyelenggaraRagial Forestry meliputi :

1. dalam tahap awal (1-5) ke depan, pengembaBgeial Forestry tidak bersifat
masal, tapi berupa model pengembangan;

2. lokasi terpilih mewakili berbagai tipilogi antaraih areal yang dibebani hak
dan areal tidak dibebani hak.

Setelah proses penyelenggara&ocial Forestry selesai, dilakukan
monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkeelibatkan pelaku usaha
Social Forestry. Sistem evaluasi yang dilakukan dibangun darikiémdoawah
sampai tingkat pusat. Dalam pengemban§atial Forestry tersebut diperoleh
dana dari swadana, Anggaran Pendapatan dan Bé\mgara, dana reboisasi,
dana alokasi khusus, dana luar negeri, dan lam{Bepartemen Kehutanan,
2005: 6).
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BAB |11
PEMBAHASAN

3.1 Implikas Kebijakan Social Forestry Bagi Masyar akat Di Sekitar Hutan
Taman Nasional Meru Betiri

Sebelum diuraikan tentang implikasi dari kebijaasal Forestry , perlu
diketahui tentang sejarah kawasan dan kegidbaral Forestry terlebih dahulu.
Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya thars kawasan hutan
lindung berdasarkabesluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel
pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B seasluit director van economische
Zaken tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. Kemudian padegdgal 6 Juni 1972
kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai kaw&semka Margasatwa seluas
50.000 Ha., berdasarkan Surat Keputusan Menteritaftan nomor.
276/Kpts/Um/1972 dengan tujuan perlindungan jeaiwa Harimau Jawa.

Pada tahun 1982 kawasan Suaka Margasatwa Merui Bgierluas
menjadi 58.000 Ha sesuai dengan surat keputusartehldPertanian Nomor:
529/Kpts/Um/1982 tanggal 21 Juli 1982. Selanjutdgsagan Surat Pernyataan
menteri Pertanian Nomor. 736/Mentan/X/1982 tangddl Oktober Suaka
Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasatorCTaman Nasional,
kemudian ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasibaedasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277/Kpts-VI/198%8a tanggal 23 Mei
1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaawdsan telah
ditetapkan Zonasi Taman Nasional Meru Betiri besdesn Keputusan Direktur
Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor/K8s/DJ-V/1999 tanggal
13 Desember 1999 sebagai berikut :

a. Zona inti seluas 27.915 Ha,;

b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha;

c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha;
d

. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha;
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e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluas 2.1BFNMB, 2003:
4).

Pada akhir tahun 2002 Menteri Kehutanan telah tapkan dua program
strategis yaitu GERHAN (gerakan rehabilitasi lahda prograngocial Forestry
(SF). Sejak saat itu program SF bahkan ditetapkbagai payung dari berbagai
program Departemen Kehutanan yang antara lain jpartumengakomodasikan
perkembangan sosial dan perubahan paradigma bdndahg kehutanan (Rusli
dalam Silvika,2005:26).

TNMB adalah salah satu kawasan pelestarian alang yaempunyai
ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yim@nfaatkan untuk tujuan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjaadidaya, pariwisata dan
rekreasi. Sebagai salah satu kawasan pelestasanrabka keutuhan ekosistem
merupakan hal yang sangat penting dan perlu digg, interaksi antara unsur-
unsur hayati dan non hayati yang berada di dalandayeat terjadi dengan baik
serta mendukung fungsinya.

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan TNMB meidaganan berat
berupa penjarahan besar-besaran terhadap tegakalyajggy berada dalam
kawasan, yang dilakukan sekelompok oknum masyar&legadian ini berakibat
terbukanya sebagian kawasan sehingga fungsi kawad@ntaranya
ketidakseimbangan hidrologi, erosi, longsor, degsattualitas tanah, penurunan
biodiversitas flora dan fauna (BTNMB, 2003: 1).

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lBlebrmasyarakat desa
daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehahilf®ehabilitasi di kawasan
TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengertdal ekosistem yang
telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secaranalodan optimal sesuai
dengan daya dukung, produktivitas dan peranannj@ndanendukung sistem
penyangga kehidupan. Hingga saat ini pihak TNMBhemelakukan upaya
terhadap rehabilitasi kawasan (BTNMB, 2003: 1).

Pada tahun 2002 TNMB ditetapkan sebagai salahdiatotara 9 Taman
Nasional yang dikelola secara terpadu berbasis $@awépengelolaan kawasan

berbasis taman nasional). Di dalam pengelolaan $amvaberbasis Taman
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Nasional, pihak TNMB menjalin kerjasama dengan raeskat desa daerah
penyangga melalui pola kemitaraan untuk merehadina rehabilitasi secara
bersama-sama, sehingga kedua belah pihak mendapakieuntungan.
Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan rehabikesasan sangat diperlukan,
mengingat masyarakat desa daerah penyangga selt@gian merupakan petani
penggarap dengan kepemilikan rata-rata hanya CallQKH

Kegiatan ini pada intinya adalah upaya memulihdan mengembalikan
fungi kawasan dengan penanaman atau pengkayaantyemduhan dengan jenis
asli setempat. Disamping itu, sebagian zona reatedilyang tidak mengalami
degradasi berat dibiarkan pulih secara alami (sukdami) (BTNMB, 2003: 1-2).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutapang
merupakan salah satu peraturan yang mengatur adaiardak dan kewajiban
masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah degsh@engelolaan hutan.
Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkunganupigzang dihasilkan oleh
hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesugiadeketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rengemantukan hutan,
pemanfaatan hutan dan hasil hutan, informasi kehuntaserta pertimbangan
dalam pembangunan kehutanan.

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak peeateh kompensasi,
apabila kehilangan akses hutan yang ada di sekitasebagai lapangan kerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetdaavasan hutan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaka, dalam melaksanakan
rehabilitasi hutan dapat meminta pendampinganypetn dan dukungan kepada
lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah (Riosdalam Surili, 2005:
27).

Amanat Undang-Undang Kehutanan berupa ketersedisdrana bagi
masyarakat untuk dapat memberikan informasi, sa®@ma pertimbangan dalam
pembangunan kehutanan adalah sejalan dengan apaatisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-0/20tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan B#kitar Hutan Dalam
RangkaSocial Forestry Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, bahSogial Forestry
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adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pades&avinutan negara dan atau
hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyaetkmpat sebagai pelaku
dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan jdtéseaannya dan
mewujudkan kelestarian hutan.

Di dalam pengelolaan kawasan berbasis Taman Nasipihak TNMB
menjalin kerjasama dengan masyarakat desa daemammga melalui pola
kemitraan untuk merehabilitir zona rehabilitasi aacbersama-sama, sehingga
kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Keikatsermasyarakat dalam
kegiatan rehabilitasi kawasan sangat diperlukanngmngat masyarakat desa
daerah penyangga sebagian besar merupakan petarggapep dengan
kepemilikan rata-rata hanya 0,19 Ha/KK (BTNMB, 2002).

Secara administratif, desa daerah penyangga tekneksi Konservasi
Wilayah Il ambulu di Kecamatan Tempurejo, Kabupafember adalah Desa
Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir dafonosari. Jumlah
penduduk desa daerah penyangga berjumlah kuraitg 36429 orang (11.246
Kepala Keluarga), terdiri atas 17.665 jiwa lakitlalan 17.764 jiwa perempuan
dengan perbandingan sex ratio 99,63 % (BTNMB, 2G0.3:

Sebagian besar sumber mata pencaharian masyarasat diaerah
penyangga adalah pertanian, baik sebagai pemuikihbtani maupun penggarap.
Sistem pengolahan lahan pada umumnya masih dilakudengan sangat
sederhana dan para petani memanen hasil pertanidmarnya dua kali dalam
setahun, sehingga pada waktu menunggu panen pgara peengambil hasil hutan
sebagai hasil sampingan (BTNMB, 2003: 12).

Masyarakat desa setempat atau daerah penyangga, yadmnya
berpendidikan rendah. Kondisi demikian dipengaroleh beberapa faktor,
misalnya keterbatasan sarana pendidikan, jarak aatana pendidikan dengan
pemukiman relatif jauh (BTNMB, 2003: 10).

Penggunaan lahan yang dimiliki dan yang dikerjagdai penduduk baik
secara berkelompok maupun perorangan, dapat dipegkgn sebagai indikator
pola kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Polaggenaan lahan oleh

masyarakat di desa penyangga kawasan belum dilaksdeara optimal dalam



26

arti bahwa pengelolaan tanah khususnya lahan pehsawmasih dilakukan
secara tradisional dan sebagian besar belum meakdagagasi teknis (BTNMB,
2003: 11).

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan pemicuiakagy penurunan
degradasi hutan. Tuntunan masyarakat terfokus pmethaikan pendapatan.
Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari mpatecaharian sudah
terbatas dipercepat dengan adanya pemikiran balem@odok tanam di lahan
tidak membutuhkan keterampilan khusus, maka mendoromereka
mempertahankan kehidupannya di sekitar hutan. Makgt yang tinggal di
sekitar hutan secara umum telah menyadari bahwas&esan hutan mulai
menyengsarakan kehidupan sehingga terdapat masyba&kkeinginan untuk
memulihkan ekosistem hutan perlu segera ditindajiteoleh pemerintah

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijak8ocial Forestry yang
dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan di KawasaWBNerlu kiranya untuk
tetap dilakukan dengan harapan agar dapat mergkdi satu contoh bagi sektor-
sektor lain dalam konteks pembangunan nasionabr&euikro,Social Forestry
di Kawasan TNMB akan membawa implikasi atau damek peningkatan taraf
hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan TNMBgde tujuan pencapaian

pengelolaan hutan lestari.

3.2 Manfaat Kebijakan Social Forestry Bagi M asyar akat Di Sekitar Hutan
Taman Nasional Meru Betiri

Hutan mempunyai peranan yang dinamis dan spesafknad membangun
kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Begitu jugsmgan Kawasan atau hutan
TNMB, mempunyai peranan yang sangat penting dalaahal pemberdayaan
masyarakat di sekitar hutan yang dapat meningkatiamaf pendapatan
masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakatath d@in sekitar hutan adalah
upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatk@mampuan dan
kemandirian masyarakat

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01liMet/2004
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di DalmADau Sekitar Hutan
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Dalam RangkaSocial Forestry, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bah@amzial
Forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pages&a hutan negara
dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepadgarakat setempat
sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangkaningkatkan
kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

Social Forestry dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan bsrbasi
pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan pppnssip manfaat dan
lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, leelgsp antar sektor, bertahap,
berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif. Makai dar, kegiatanSocial Forestry
yang dilakukan di TNMB harus memberikan manfaat gyaptimal kepada
masyarakat di sekitar hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002l Bdsdisebutkan

tujuan pemberdayaan masyarakat setempat di dalamatda sekitar hutan, yaitu

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan safétar hutan
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaasyarakat
dalam pemanfaatan hutan;

(2) Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyasstsigaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ditsilolen pemerintah
atau pemerintah daerabh;

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada @y dan ayat (2)
diatur dengan keputusan Menteri.

Sesuai dengan masalah pengelolaan hutan yang slichgdada Pasal 21
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehufap@mgelolaan hutan
yaitu meliputi tata hutan dan penyusunan rencangegdelaan hutan, pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasiredldamasi hutan dan
perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 199%ang
Kehutanan, dinyatakan rehabilitasi hutan dan ladi@n kawasan dimaksudkan

untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatiagsi hutan dan lahan
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sehingga daya dukung, produktivitas dan peranaciayam mendukung sistem

penyangga kehidupan tetap terjaga.

Dalam pengelolaan hutan yang dimaksud pasal di yd#du rehabilitasi
hutan atau kawasan, di TNMB terdapat kegiatéotial Forestry berupa
rehabilitasi kawasan.

Kegiatan Social Forestry mulai dilaksanakan sejak tahun 1995 berupa
studi Participatory Rural appraisal (PRA) atau kegiatan pendampingan di desa
daerah penyangga (Desaongrejo, Curahnonggko, Sgoedan wonosari) dan
kegiatan persemaian atau penanaman tumbuhan dbas$ FeHa yang melibatkan
60 KK. Pada tahun 1999-2002 kegiatan yang dilakwadaiah :

1. Identifikasi kawasan yang telah rusak atau dijarah;

2. ldentifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya naaaiat di desa daerah
penyangga;

Sosialisasi kegiatan rehabilitasi;
Pembentukan kelompok tani mitra rehabilitasi (BTNA2B03: 15).

Kemudian tahun 2003 kegiatan yang dilakukan adal@habilitasi
kawasan, kegiata tersebut diantaranya:

1. Penyusunan rencana teknis, dengan tujuan menyesgamna pellaksanaan
kegiatan rehabilitasi kawasan TNMB seluas 500 blebagai pedoman dan
acuan bagi pelaksana kegiatan. Kegiatan yang ditéakuneliputi ; survey
lokasi, pembuatan peta, penyusunan rancangan, pesda konsep
rancangan teknis rehabilitasi dan final, sosialisencangan teknis
rehabilitasi;

2. Pembuatan persemaian, bertujuan menyediakan kibgntan rehabilitasi
bagi kelompok tani mitra rehabilitasi untuk ditanafinlahan rehabilitasi
seluas 500 ha dengan mengikutsertakan kurang 1&i0i0 orang;

3. Pendampingan, penyuluhan dan sosialisasi, bertujuaemberikan
pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi petel@aa rehabilitasi
kawasan dan kesepakatan bagi kelompok tani mitnabittasi melalui
pertemuan kelompok ataupun langsung terjun di ladieln petugas, aparat
desa dan LSM selaku pendamping (BTNMB, 2003: 16-17)
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Dalam usaha peningkatan usaha ekonomi rakyat,i dbatuan peralatan
pengolahan jamu tradisional kepada kelompok binddiMB. Kegiatan ini
bertujuan meningkatkan produktivitas dan kontiraiitgpengolahan jamu
tradisional.

Dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan menteri nomo6d./Menhut-11/2004,
bahwa Social Forestry dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis
pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikanpppnssip: manfaat dan
lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, leelgsp antar sektor, bertahap,
berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif.

KegiatanSocial Forestry yang dilakukan oleh pihak TNMB yaitu dengan
menggunakan pola atau model kemitaraan.Pola kemitradalah kegiatan
rehabilitasi kawasan yang terdegradasi dengan rkatisgrtakan masyarakat desa
daerah penyangga kawasan TNMB melalui kesepakaesaina secara tertulis
yang saling menguntungkan dan didukung oleh berlpgak. Pola kemitraan ini
pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (KTMR) diharuskamenanam tanaman
pokok berupa tanaman asli yang bermanfaat obat ratmfaat ekonomi
yang disediakan oleh TNMB atau secara swadaya;

b. KTMR boleh mananam tanaman tumpangsari di selats@aman pokok
sampai batas waktu tertentu;

KTMR tidak diperbolehkan menanam tanaman perkeljunan

d. Hasil tanaman berupa buah menjadi hak KTMR sedangka@aman pokok
tidak boleh ditebang dan merupakan aset TNMB;

e. Status tanah adalah tanah negara yang tidak bolékati menjadi hak milik
atau status-status lainya,

f.  KTMR wajib membantu pengamanan kawasan.

Lembaga untuk pola kemitraan tersebut yaitu danguyo@an tinggi, LSM,
KTMR, Pemerintah Kabupaten. Jadi dapat diambil rkesian bahwa
pelaksanaarsocial Forestry di TNMB dilakukan dengan pola kemitraan yang
melibatkan masyarakat sekitar hutan atau daerajapgga (BTNMB, 2003: 19).
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Setelah apa yang telah diuraikan di atas, bahwakgeahaan kegiatan
Social Forestry di TNMB terdapat banyak manfaat yang dapat ditermheh
masyarakat di sekitar hutan dengan ikut berperéanmdkegiatarSocial Forestry
ini. Manfaat dari kegiatan rehabilitasi kawasangéanmodel kemitraan yang di
adakan oleh pihak TNMB tersebut di antaranya bepgiaang atau kesempatan
kerja, serta peningkatan kemandirian masyarakatserkpatan untuk
mengembangkan potensi diri, peningkatan aseswilterthadap hutan, taraf

pendapatan atau penghasilan.

3.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Pengamanan Hutan

Social Forestry harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas linggan
hidup, khususnya sumberdaya hutan. Pemanfaataresdayla hutan yang terjadi
di dalamSocial Forestry harus dibarengi dengan upaya rehabilitasi danekuasi
sumberdaya hutan. Sekarang ini, laju deforestasi Jabih besar daripada laju
rehabilitasi. Karenanya, upaya untuk memperceppt tahabilitasi menjadi
tantangan besar ba@bcial Forestry. Di samping itu, upaya perlindungan dan
pengamanan hutan juga menjadi tantan§agial Forestry, untuk mengurangi
laju degradasi hutan

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan TNMB mexidaganan berat
berupa penjarahan besar-besaran terhadap tegakaryajgy berada dalam
kawasan, yang dilakukan sekelompok oknum masyar#legadian ini berakibat
terbukanya sebagian kawasan sehingga fungsi kawad@ntaranya
ketidakseimbangan hidrologi, erosi, longsor, degsatualitas tanah, penurunan
biodiversitas flora dan fauna.

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lslermasyarakat desa
daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehahilf®ehabilitasi di kawasan
TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengernkiaal ekosistem yang
telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secarmalodan optimal sesuai
dengan daya dukung, produktivitas dan peranannj@mdaendukung sistem
penyangga kehidupan. Hingga saat ini pihak TNMBahemelakukan upaya
terhadap rehabilitasi kawasan.
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Dalam perspektif itu, posisi masyarakat desa hatfalah faktor penentu
utama bagi terciptanya keamanan hutan. Semakint delkayah hutan dengan
pemukiman semakin hutan itu tidak aman. Sebalikegmnakin jauh kawasan
hutan dari pemukiman semakin hutan itu aman. Payadarini seringkali
dikaitkan dengan aktivitas subsistensi masyarakaiyyberbasis lahan. Asumsi
yang dikembangkan ialah keberlangsungan pengelolastan oleh negara
senantiasa akan terancam oleh kegiatan subsistessiarakat dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya masyarakanh mengkonversi lahan
hutan menjadi lahan pertanian, masyarakat akan englogngkan konsepsi wana
taninya serta masyarakat akan tertarik ikut dalani® kayu melalui cara-cara
yang ilegal. Asumsinya masyarakat desa hutan adgalahman bagi kelestarian
hutan setempat.

Pandangan ini memang lahir dari pengalaman emad&nya kegiatan-
kegiatan masyarakat sekitar hutan yang melakukarkbn (pemanfaatan lahan
hutan menjadi lahan pertanian secara ilegal) dain lkedégiatan perbanditan sosial
dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu. Namun demiklaa kegiatan
masyarakat yang sering dikategorikan sebagai ancéagi kelestarian hutan itu
pada dasarnya tidak semata-mata lahir dari natlimikal. Berbagai hasil riset
mencatat, kegiatan-kegiatan itu terutama didoroag dirongrong oleh situasi
ekonomi seperti sempitnya ruang kelola yang megdkan terhambatnya proses
produksi subsistensi, sempitnya pilihan-piliham tlasnya jurang kesenjangan.

Pada satu sisi masyarakat mengalami kesulitan meiteperuang kelola,
pada sisi lain pemerintah menguasai hutan dalarsatugang sangat besar.
Seperti yang sudah disebutkan di muka maka rassasaltindakan kriminal
menjadi tindakan ekonomi tak bisa dielakkan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutdfesal 69,
menyebutkan, bahwa "Masyarakat berkewajiban uikuikserta memelihara dan
menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”.

Berkaitan dengan Pasal tersebut di atas, makalaindiebijakanSocial
Forestry di TNMB terdapat jalinan kerjasama. Kerjasama rantaasyarakat

sekitar hutan seperti KTMR dengan TNMB dapat menderbagai macam
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dampak positif bagi kedua belah pihak. Salah sainpk positif di bidang

keamanan apabila terjalin kerjasama yang baik antarMR dengan TNMB

adalah rasa memiliki masyarakat sekitar hutan teghareal hutan yang berada di

wilayah sekitarnya sehingga secara alamiah masgfarakan ikut berupaya

mengamankan hutan yang berada dalam wilayahnyain3elrena secara alamiah
masyarakat akan berupaya ikut mengamankan hutacarasemanusiawi
masyarakat sekitar hutan pun tidak menginginkakuvangnya pendapatan yang
diperoleh apabila terjadi pencurian atau kerusafaal hutan yang biasanya
tertera dalam perjanjian-perjanjian yang telah mhgati bersama, sehingga
masyarakat berupaya turut serta dalam pengamaram. hu

Pola kemitraan adalah kegiatan rehabilitasi kawasamy terdegradasi
dengan mengikutsertakan masyarakat desa daeralarmgay kawasan TNMB
melalui kesepakatan bersama secara tertulis yaligg saaenguntungkan dan
didukung oleh berbagai pihak. Pola kemitraan inigpantinya adalah sebagai
berikut:

a. KTMR diharuskan menanam tanaman pokok berupa tamaasii yang
bermanfaat obat atau manfaat ekonomi yang disediakeh TNMB atau
secara swadaya,;

b. KTMR boleh mananam tanaman tumpangsari di selatseglaman pokok
sampai batas waktu tertentu;

c. KTMR tidak diperbolehkan menanam tanaman perkebunan

d. Hasil tanaman berupa buah menjadi hak KTMR sedanggaaman pokok
tidak boleh ditebang dan merupakan aset TNMB;

e. Status tanah adalah tanah negara yang tidak baolgat menjadi hak milik
atau status-status lainya sehingga hak yang dindléh KTMR adalah hak
kelola;

f. KTMR wajib membantu pengamanan kawasan.

Peran serta KTMR di bidang keamanan bisa berupgapesnan secara
periodik dan berkelompok dalam perondaan maupuiagaan kawasan hutan.
Pemberian informasi terkait tindak kejahatan diadalkawasan hutan kepada
pihak yang berwenang baik kepolisian terutama kakpBTMNB. Pihak KTMR
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juga sering melakukan penangkapan sendiri kepadgamd yang kemudian
dilaporkan kepada pihak yang berwajib maupun BTMiNBuk diproses lebih

lanjut.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambilmfmdan sebagai

berikut:

1.

Kebijakan Social forestry di Taman Nasional Meru Betiri memberikan
implikasi atau dampak secara langsung dibidangogi®l ekonomis dan
sosial, khususnya dampak ekonomi bagi masyarakatasenutan yang
berupa peningkatan taraf hidup masyarakat di dadam sekitar hutan
Taman Nasional Meru Betiri dengan tujuan pencappimgelolaan hutan
lestari;

Bahwa pelaksanaan kegiat@tial Forestry di Taman Nasional Meru Betiri
berupa rehabilitasi kawasan yang dilaksanakan denmgda atau model
kemitraan, yang mengikutsertakan masyarakat di dessmah penyangga
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekiitan dengan ikut
berperan dalam kegiatan Social Forestry ini. Manfdari kegiatan
rehabilitasi kawasan dengan model kemitraan yangddkan oleh pihak
Balai Taman Nasional Meru Betiri tersebut di antgeaberupa peluang atau
kesempatan kerja, serta peningkatan kemandiriaryaresat, kesempatan
untuk mengembangkan potensi diri, peningkatan lbisiesss terhadap hutan,
taraf pendapatan atau penghasilan, yang semuartgkie dalam manfaat
ekologis, ekonomis dan sosial;

Bahwa dalam rangka kegiatan Social Forestry, makgarsekitar hutan
terlibat secara aktif dalam pengamanan hutan diakaw Taman Nasional
Meru Betiri (TNMB) melalui Kelompok Tani Mitra Rehditasi (KTMR)
dimana keterlibatan tersebut bisa dikarenakan timbebagai suatu
kewajiban seperti yang tertera dalam perjanjiangyaslah disepakati
bersama antara pihak Taman Nasional Meru BetirifB)Nserta Kelompok
Tani Mitra Rehabilitasi (KTMR), maupun keterlibatgang timbul karena

kesadaran alamiah akan arti pentingnya hutan.
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4.2 Saran

Agar pelaksanaan dan permasalahan pokok dalam péaggan kegiatan
Social Forestry di kawasan Taman Nasional meru Betiri dapat memgnja
keberhasilan diperlukan adanya semangat, kerja,samergi dan kerja keras
antar sektor atau pihak terkait baik dari pihakaRiBalai Taman Nasional Meru
Betiri itu sendiri dengan masyarakat penyangga atasyrakat sekitar hutan serta
pihak ketiga yang berkepentingan.
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